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Tabel Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sewa Khusus

No Jenis Uraian Fungsi Indikator Nilai/Ukuran/ Ket.
. Jumlah
1. | KEAMANAN
a. ldentitas pengguna | Merupakan Untuk Ketersediaan | Paling sedikit
jasa identitas pengguna | mengetahui memuat nama,
jasa yang identitas nomor telepon
melakukan pengguna jasa pengguna jasa,
pemesanan melalui tanggal
aplikasi perjalanan,
asal/tujuan
perjalanan
b. Identitas Identitas Sebagai Ketersediaan | Paling sedikit
pengemudi pengemudi yang identitas memuat nama,
tercantum dalam pengemudi nomor telepon,
aplikasi harus agar diketahui dan SIM sesuai
sesuai dengan pengguna jasa ketentuan

pengemudi yang
melayani
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c. Informasi gangguan
keamanan

1. Terdapat

informasi berisi
alamat email,
nomor telepon
dan/atau SMS
pengaduan
didalam
kendaraan

. terdapat fitur

pengaduan pada
aplikasi

. terdapat fitur

tombol darurat
(panic button)
pada aplikasi
bagi pengemudi
dan penumpang

Dipergunakan
oleh
penumpang
dan pengemudi
apabila terjadi
gangguan
keamanan
pada saat
pelayanan atau
operasional

Ketersediaan

Harus tersedia
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d. kaca film

Lapisan kaca pada
kendaraan

Untuk
mengurangi
cahaya
matahari
masuk secara
langsung dan
untuk
keamanan

Presentase
kegelapan

Paling gelap
40%

KESELAMATAN

a. Pengemudi
1) Kondisi fisik

Pengemudi dalam
keadaan sehat fisik
dan mental

Sebagai bukti
pengemudi
dalm keadaan
sehat

Sehat

Perusahaan
angkutan sewa
khusus wajib
melakukan
pemeriksaan
harian
terhadap
kondisi
kesehatan
pengemudi
sebelum
mengemudikan
kendaraan
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2) Kompetensi 1. Memiliki Surat Pengemudi Telah Mengikuti
Izin Mengemudi | mengerti etika | mengikuti pelatihan/peny
(SIM) untuk berlalu lintas pelatihan egaran paling
umum sesuai sedikit 1 (satu)
golongannya kali dalam

2. pengemudi setahun

memiliki
pengetahuan
mengenai rute
pelayanan dan
tanggap darurat
dalam pelayanan

3) Waktu kerja dan 1. waktu kerja bagi | Untuk menjaga | Kondisi Ditetapkannya

jam istirahat pengemudi agar kondisi pengemudi jam istirahat

paling lama 8 pengemudi prima pengemudi
(delapan) jam tetap prima

sehari

2. Pengemudi wajib
istirahat paling
lama 30 (tiga
puluh) menit
setelah
mengemudikan
kendaraan setiap
4 (empat) jam
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berturut-turut

3. Dalam hal
tertentu
pengemudi dapat
dipekerjakan
paling lama 12
(dua belas) jam
sehari termasuk
waktu istirahat
selam 1 (satu)
jam

4. Perusahaan
aplikasi wajib
mengingatkan
pengemudi
terkait dengan
waktu kerja dan
jam istirahat.

b. Lampu senter

Alat bantu
penerangan

Sebagai alat
bantu
penerangan
pada saat
darurat

Ketersediaan
dan berfungsi
dengan baik

Paling sedikit 2
(dua) unit
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c. Fasilitas kesehatan | Berupa kotak Digunakan Ketersediaan | Paling sedikit 1
Perlengkapan untuk dan masih (satu) kotak
Pertama Pada penanganan layak Perlengkapan
Kecelakaan (P3K) | darurat digunakan Pertolongan
kecelakaan Pertama Pada
Kecelakaan
(P3K) berisi:
1. kassa steril;
2. plester
perekat; dan
3.anti septik.
d. Alat pemadam api | Tabung pemadam | Memadamkan | Ketersediaan |1 (satu) tabung
ringan (APAR) api yang wajib api dengan dan masih dengan berat 1
diletakkan di dalam | cepat ketika layak (satu) kilogram
kendaraan terjadi digunakan
kebakaran
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e. Sabuk keselamatan | Sabuk keselamatan | Untuk Tersedia Terpasangnya
paling sedikit 2 menjamin sabuk
(dua) titik (jangkar) | keselamatan keselamatan
pada semua tempat | semua paling sedikit 2
duduk. penumpang (dua) titik
(jangkar) pada
semua tempat
duduk
f. Pengecekan Prosedur Untuk SOP Harus tersedia | Pengece
terhadap pengecekan memastikan pemeriksaan untuk setiap kan
kendaraan yang kelaikan kendaraan | bahwa kendaraan dilakukan
akan dioperasikan | sebelum beroperasi | kendaraan oleh
oleh: dalam kondisi petugas
a. perusahaan siap guna yang
angkutan sewa operasi (SGO) memilik
khusus kompete
melakukan nsi untuk
pemeriksaan menjamin
secara berkala; kendaraa
b. pengemudi n laik
melakukan operasi

pemeriksaan
ringan sebelum
beroperasi.
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g. Asuransi Merupakan Untuk Mengikuti Bukti
kecelakaan lalu kewajiban menjamin program pembayaran
lintas perusahaan penggantian asuransi program

angkutan sewa biaya yang kecelakaan asuransi
khusus dalam diakibatkan lalu lintas kecelakaan lalu
melaksanakan karena adanya lintas pada
pelayanan kecelakaan lalu setiap
angkutan lintas pada kendaraan
saat pelayanan bagi:
1. penumpang;
dan

2. pengemudi

h. Umur kendaraan Batas maksimal Untuk Umur Paling tinggi 5

umur kendaraan mengutamakan | maksimal (lima) tahun

yang diizinkan
untuk beroperasi

keselamatan
dan
kenyamanan
penumpang
dalam
pelayanan
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